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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Laporan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Bale bandung Triwulan IV Tahun 

2023. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Lembaga peradilan sangat membutuhkan informasi dari pelayanannya secara 

rutin dan berkala, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai 

kualitas pelayanan di lembaga peradilan kepada masyarakat, oleh karena itu 

Pengadilan Negeri Bale bandung mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2023 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023. Analisis Indeks 

Persepsi Anti Korupsi, kesimpulan dan rekomendasi serta beberapa catatan 

berdasarkan hasil pelaksanaan survei kami sampaikan dalam laporan ini agar dapat 

menjadi masukan untuk pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bale bandung.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah 

membantu hingga tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini. 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam proses pelaksanaan survei dan 

pembuatan laporan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa 

kami terima untuk perbaikan ke depan agar lebih baik. Semoga laporan ini berguna 

bagi semua pihak, khususnya Pengadilan Negeri Bale bandung dan masyarakat 

pengguna layanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Bale Bandung, 09 Januari 2024 

Tim Survey
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga pemerintah 

yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. 

Pengadilan Negeri sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung 

sebagai lembaga yudikatif, memiliki tugas untuk mengawal serta 

memantau jalannya perundang-udangan atau penegakan hukum di 
Indonesia. Adapun secara umum, pemerintah memiliki fungsi dan 

tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan 

menjalankan peran sebagai organisasi public nonprofit yang 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik 
yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan 

didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum 
ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang 

berkualitas.

Pemerintahan itu didirikan memiliki filosofi memberikan 

pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang 

memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam 
pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat 
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan 

kompleks.
Pemerintah dalam memberikan pelayanan, di mata masyarakat 

secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk 
dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang 
tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk 
akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian 
penyelesaian.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah 

masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat 

diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui
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media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk 

terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan 

masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan 

pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 

kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat 

beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei 

Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei 

yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bale 
Bandung melaksanakan survei kepuasaan masyarakat dalam rangka 

pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dalam 

Pelayanan Publik Triwulan IV Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Pengadilan 

Negeri Bale Bandung merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tingkat 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai dasar hukum yang melandasi 

pelaksanaan survei dimaksud yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5679);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud
Maksud dari kegiatan ini, adalah :

• Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 

Dasar Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Tahun 2023 Triwulan IV, 

sehingga diperoleh Nilai/Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman 

untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun 
berikutnya;

• Memperbaiki kinerja Unit Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Bale 

Bandung yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik di 
Kabupaten Bale Bandung menurut persepsi pengguna jasa layanan atau 
publik;

• Mengidentifikasi Harapan Masyarakat akan pelayananpublik di Kabupaten 
Bale Bandung.

Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini, adalah :

1. Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Triwulan IV 

Tahun 2023. Sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2. Pemetaan kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh masing- 

masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

3. Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kabupaten 
Bandung;

4. Sebagai ukuran dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada 

tahun triwulan berikutnya;

1.4 TARGET DAN SASARAN
Dalam survei pada Triwulan IV tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bale 

Bandung, seluruh unsur pengadilan beserta staf dan karyawan menargetkan 

hasil yang maksimal yaitu dengan Kategori A atau kriteria Kinerja Sangat Baik 

atau bila dikonversikan dengan angka yaitu > 88,31 (lebih besar dari 88,31). 

Atau setidaknya menargetkan peningkatan dalam capaian hasil Indeks 

Kepuasan masyarakat:
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Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai
berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Bale 
Bandung Kelas 1 A.

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 
Pelayanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A.

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bale Bandung 
Kelasl A

1.5 . RENCANA KERJA PELAKSANAAN
Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan 

Negeri Bale Bandung ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, Pada 
laporan ini, survei dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai 
dengan Desmeber 2023.

1.6 TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan 

Negeri Bale Bandung , antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode 
kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random 
sampling.

2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik.

3. Tim survei menyiapakan link
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_da 
shboard.

4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik 
deskriptif.
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1.7 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini, meliputi:

1. Metode Survei;

2. Pelaksanaan dan Teknik Survei;

3. Langkah-langkah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

4. Pemantauan;

5. Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan hasil Penilaian Indeks 
Survei Kepuasan Masyarakat;

6. Analisa hasil Survei dan Rencana tindak lanjut;
7. Lokasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di 

Pengadilan Negeri Bela Bandung.
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 PROFIL RESPONDEN
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap 

responden dengan profil berdasarkan umur, pendidikan dan pekerjaan. 

Responden berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi jenis kelamin 

laki-laki dan jenis kelami perempuan. Umur dikelompokkan menjadi 
responden usia antara usia 18 tahun sampai dengan usian 28, usia 29 

tahun sampai dengan usia 39 tahun, usia 40 tahun sampai dengan usia 49 

tahun, usia 50 tahun sampai dengan usia 59 tahun, usia 60 tahun sampai 

dengan usian 69 tahun. Responden berdasarkan Pendidikan dapat 

dikelompokkan menjadi Tingkat Tidak sekolah/Belum sekolah SD, SLTP, 

SLTA, Diploma I, Diploma II, Diploma 3, S1, S2 dan S2. Responden 

berdasarkan pekerjaan dapat dikelompokkan yaitu PNS, TNI, Polri, petani, 

Swasta, Wirausaha, Tenaga Kontrak, Lainnya.

2.2 PENGERTIAN

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) ini yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya;

2. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan per Undang- undangan;

3. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah 

yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan per Undang-undangan.

4. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga 

instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari
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aparatur penyelenggara pelayanan publik

2.3 METODOLOGI PENYUSUNAN SURVEI

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa 
angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data 
pendukung dipakai data kualitatif.

2.3.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebarkan 

instrumen berupa kuesioner melalui

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_dashboar 
d dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket pada 

penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. Angket tersebut terdiri dari 9 indikator, dalam hal ini 

ruang lingkup, yaitu: persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, 

biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, 

perilaku pelaksana, Sarana dan Prasarana, penanganan pengaduan.

2.3.2 TEKNIK ANALISA DATA

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Bale 

Bandung ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya 

berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik 

deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kualitatif 
sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna 

layanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, antara lain: masyarakat 

pengguna pengadilan, Kepolisian, Kejaksan, Rutan, Advokad/Pengacara, 
KPAI, dll. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah seluruh pengguna 

layanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung baik layanan di persidangan 
maupun layanan administrasi di PTSP diambil dengan teknik simple 
randomsampling.
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Pengolahan data dilakukan dengan metode pengukuran skala 

likert yaitu, setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. 

Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing- 

masing unsur pelayanan. Dalam hal penghitungan survei kepuasan 

masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur 

pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan 
dengan rumus, sebagai berikut:

B o b o t nilai ra ta -ra ta  te rt im b a n g  *

Jum lah B obot 1

Jum lah U nsur X
-  N

x = jumlah unsur yang disurvei 
N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

Jum lah  Bobo t 1

B obo t n ila i r a ta - ra ta  te r t im b a n g  =

Ju m la h  U n s u r

=  0 ,1 1  

9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan 

pendekatan

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai beriku t:

T ota l dari N ila i Persepqi P er U n su r_____

SKM = x Nilai Penimbang

Total Unsur yang Terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM 

yaitu antara 25 -  100, maka hasil penilaian tersebut di 

atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus 

sebagai berikut:

SKM Unit pelayanan x 25

Bobot nilai rata-rata tertimbang =

Laporan

Jumlah Bobot

Jumlah Unsur
= N

X



Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan 

dimungkinkan untuk:

a. Menambah unsur yang dianggap relevan;

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 

(sembilan) unsur yang dominan dalam unit 

pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh 

unsur tetap.

Tabel 1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Palayanan dan 
Kinerja Unit Pelayanan

Nilai
Peersepsi

Nilai Interval (Nl) Nilai Interval 
Konversi 

(NIK)

Mutu
Pelayanan

Kinerja Unit 
Layanan

1 1,00-2,5996 25,00-64,99 D Tidak baik

2 2.60-3.064 65,00-76,60 C Kurang Baik

3 3,0644-3,532 76,61-88,30 B Baik

4 3,5324-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara,

yaitu:

1. Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan 

program komputer/sistem data base.

2. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden 

dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 
(U1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata 

per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, 

sebagai berikut:

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakarat Pengadilan Negeri Bale Bandung 9



1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan 

sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh 

responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai 

rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai 

masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan 

jumlah responden yang mengisi.

Contoh Untuk mendapatkan nilai rata-rata 

tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai 

rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 

0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata 

tertimbang.

2 . Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, 

dengan cara menjumlahkan X unsur 

Pengujian Kualitas Data

3 . Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan 

dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan 

mengkompilasikan data responden yang dihimpun 

berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi 

ini dapat digunakan untuk mengetahui profil 

responden dan kecenderungan penerima layanan.

2.3.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

a. Persiapan

•  Penetapan Pelaksanaan baik oleh sendiri maupun oleh unit 
independen

•  Penyiapan Bahan yaitu kuesioner dan kelengkapan peralatan
•  Penetapan Responden lokasi dan waktu pelaksanaan di

antaranya penetapan jumlah responden, teknik penentuan besaran 

sampel dan populasi dengan menggunakan table Morgan and 

Krejcie serta menentukan lokasi dan mengumpulkan data;
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•  Penyusunan jadwal di antaranya penyusunan 

rencana pelaksanaan survey
b. Pelaksanaan pengumpulan data

•  Menyusun kuesioner yang jumlah unsur maupun instrumen 

pertanyaan yang akan di survei disesuaikan dengan jenis 

layanannya dan menentukan jumlah responden sesuai tabel 
populasi

•  Pengisian kuesioner dilakukan oleh petugas unit pelayanan 

dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

•  Pengujian kualitas dan stabilitas dataTim Survei Indeks Persepsi 
Korupsi

c. TIM Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari:
Nama Jabatan

Kusman, S.H., M.H. Ketua
Tatang Mahmud Anggota
Iman Supriatman Anggota
Yati Suryati Anggota
Alif Braja Dijaya Anggota

2.4. VARIABEL PENGUKURAN IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusuran Survei Kepuasan Masyarakat 

yang terdiri dari 9 ruang lingkup antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.

2. Prosedur Pelayanan

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayana

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakarat Pengadilan Negeri Bale Bandung 11



Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif Pelayanan

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 
pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 
pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek)

9. Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
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BAB III
PROFIL RESPONDEN

3.1 USIA RESPONDEN

3.1.1 Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja 

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan kelompok usia, 

menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam 

kelompok usia produktif yaitu pada usia 18 Tahun s/d 28 Tahun 
sebanyak 32,47 %

Tabel 2
Usia Responden

No Klasifikasi Jumlah Prosentase
1 18 Tahun s/d 28 Tahun 63 32,47 %
2 29 Tahun s/d 39 Tahun 49 25,26 %
3 40 Tahun s/d 49 Tahun 55 28,35 %
4 50 Tahun s/d 59 Tahun 25 12,89 %
5 60 Tahun s/d 69 Tahun 2 1,03%

J U M L A H 194 100%

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik

statistik berikut ini.

i , 0 3 % _ _ ^ U s i a  R e s p o n d e n

12,89%

32,47%

■ 18 Tahun s/d 28 Tahun

■ 29 Tahun s/d 39 Tahun 

40 Tahun s/d 49 Tahun
28,35% ■ 50 Tahun s/d 59 Tahun

25,26%
■ 60 Tahun s/d 69 Tahun
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3.1.2 Jenis Kelamin Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja 

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan kelompok jenis 

kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada 

dalam kelompok jenis kelamina laki-laki sebanyak 69,07%

Tabel 3
Jenis Kelamin Responden

No Klasifikasi Frekuensi Prosentase
1 Laki -  laki 134 69,07%
2 Perempuan 60 30,93%

J U M L A H 194 100%

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik 

statistik berikut ini.

3.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja 

pada Pengadilan Negeri Bale Banadung berdasarkan kelompok 

pendidikan terakhir, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan 

memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 64,43%
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Tabel 4
Pendidikan Terakhir Responden

No Klasifikasi Frekuensi Prosentase
1 Tidak/Belum Sekolah 0 0,00%
2 SD 0 0,00%
3 SMP 0 0,00%
4 SMU 53 27,32%
5 Diploma 1 1 0,52%
6 Diploma 2 0 0,00%
7 Diploma 3 3 1,55%
8 S1 125 64,43%
9 S2 11 5,67%
10 S3 1 0,52%

J U M L A H 194 100%

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik
statistik berikut ini.

Pendidikan Terakhir Responden
5,67% ■ Tidak/Belum 

Sekolah
■ SD

■ SMP

■ SMU

■ Diploma 1

■ Diploma 2

■ Diploma 3

■ S I

■ S2
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3.1.4 Pekerjaan Utama Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja 

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan kelompok 

Pekerjaan Utama, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan 

memiliki pekerjaan Swasta sebanyak 54,12%.

Tabel 5
Pekerjaan Utama Responden

No Klasifikasi Frekuensi Prosentase
1 PNS 4 2,06%
2 POLRI 2 1,03%

TNI 1 0,52%
3 SWASTA 105 54,12%
4 WIRAUSAHA 18 9,28%
5 TENAGA KONTRAK 0 0,00%
6 LAINNYA 64 32,99%

J U M L A H 194 100%

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik

statistik berikut ini.
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BAB IV
HASH SURVEI DAN ANALISA DATA

4.1 Gambaran Umum Hasil Survei

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat 

sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) 

sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana 

telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat 

kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering 

yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa 

yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk 

mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat 

semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang 

dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di 

masyarakat tidak lepas dari pendidikan politik yang terjadi selama ini.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung bertujuan untuk 

mengetahuiseberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

kependudukan, sebagaimana hasil SKM yang didapat dari pelaksanaan survei 

selama Triwulan IV pada tahun 2023.

4.2 Hasil Survei IKM
Pada Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dalam 

mengevaluasi pelayanan public triwulan ketiga tahun 2023, di Lingkungan 

Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Adapun Jenis pelayanan publik yang disurvei adalah:

• Pelayanan Perdata

• Pelayanan Pojok e-court
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• Pelayanan Pidana;

• Pelayanan Hukum;

• Pelayanan Umum;

• Pelayanan meja informasi dan Pengaduan;

• Pelayanan Sidang;

4.3 Hasil Analisis Data

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 194 bendel 

angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Bale 

Bandung dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Survei 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk Triwulan 

I tahun 2023 sebesar 3,98 atau 99,41 berada pada kriteria unit pelayanan 

“SANGAT BAIK” (pada interval 3,5324-4,00 atau 88,31-100,00).

Tabel 6
Hasil Survei IKM

No KETERANGAN Rata-Rata skor
Kriteria Unit 
Pelayanan

1 Persyaratan Pelayanan 3,974 Sangat Baik
2 Prosedur Pelayanan 3,969 Sangat Baik
3 Waktu Pelayanan 3,974 Sangat Baik
4 Biaya/Tarif Pelayanan 3,969 Sangat Baik
5 Produk Sepsifikasi Jenis Layanan 3,969 Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 3,979 Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 3,979 Sangat Baik
8 Sarana dan Prasarana 3,974 Sangat Baik
9 Penanganan Pengaduan 4,00 Sangat Baik

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik 

statistik berikut ini.
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Indeks Kepuasan Masyarakat

3,979 3,979
3,974 3,974 3,974

3,969 3,969 3,969

Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/Tarif Produk Kompetensi Perilaku Sarana dan Penanganan
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Sepsifikasi Pelaksana Pelaksana Prasaran Pengaduan

Jenis
Layanan

Hasil IKM tersebut di atas dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya 

adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut

4.3.1 PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI DALAM PENGURUSAN 
PERKARA BAIK TEKNIS MAUPUN ADMINISTRATE.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Dari hasil analisis diperoleh data mayoritas responden menyatakan 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis 
maupun administratif sangat sesuai dan berada skor 3,974 interval 3,5324-4,00 
atau 88,31-100,00 kinerja unit pelayanan“ SANGAT BAIK”. Dengan demikian 
kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup 
persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna 
layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel 7 berikut 
ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Bale Bandung 

Ruang Lingkup: Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara

No Jawaban Skor Frekuensl
F %

1 Sangat Sesuai 4 189 97%
2 Sesuai 3 5 3%
3 Kurang Sesuai 2 0 0%
4 Tidak Sesuai 1 0 0%

Jumlah 194 100%
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Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafts
berikut ini.

■ Sangat Sesuai

■ Sesuai 

Kurang Sesuai

■ Tidak Sesuai

B. PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima layanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh data 
mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan sangat mudah berada 
pada skor 3,969 interval 3,5324-4,00 atau 88,31-100,00 kinerja unit 
pelayanan“ SANGAT BAIK” . Dengan demikian kepuasan masyarakat 
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur pelayanan berada pada 
kategori sangat baik.

Hasil analisis pada ruang lingkup prosedur pelayanan untuk 

mendapatkan pelayanan secara ringkas disajikan sebagai berikut ini.
Tabel 8

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Bale Bandung 
Ruang Lingkup^Prosedur Pelayanan

No Jawaban Skor Frekuensi
f %

1 Sangat Mudah 4 188 97%
2 Mudah 3 6 3%
3 Kurang Mudah 2 0 0%
4 Tidak Mudah 1 0 0%

Jumlah 194 100%

PERSYARATAN

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah
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PROSEDUR PELAYANAN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis
berikut ini.

■ Sangat Mudah

■ Mudah 

Kurang Mudah

■ Tidak Mudah

C. WAKTU PELAYANAN
Watu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari 
hasil analisis, mayoritas responden menyatakan bahwa waktu pelayanan 
sangat cepat berada pada skor 3,974 interval 3,5324-4,00 atau 88,31-100,00 
kriteria unit pelayanan “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat 
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada 
kategori Sangat Baik.

Hasil analisis pada ruang lingkup waktu pelayanan untuk mendapatkan 

pelayanan secara ringkas disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Bale Bandung

Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan
No Jawaban Skor Frekuensi

f %
1 Sangat Cepat 4 189 97%
2 Cukup Cepat 3 5 3%
3 Kurang Cepat 2 0 0%
4 Tidak Cepat 1 0 0%

Jumlah 194 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam 

grafis berikut ini.
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WAKTU PELAYANAN.

97%

■ Sangat Cepat

■ Cukup Cepat

■ Kurang Cepat

■ Tidak Cepat

D. BIAYA/TARIF PELAYANAN.
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. 

mayoritas responden menyatakan bahwa biaya/tarif Pelayanan sangat setuju 

digratiskan berada pada scor 3,969 interval 3,5324-4,00 atau 88,31-100,00 

kriteria unit pelayanan“sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat 

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif Pelayanan berada 

pada kategori “sangat baik”.
Hasil analisis pada ruang lingkup biaya/tarif pelayanan untuk 

mendapatkan pelayanan secara ringkas disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Bale Bandung 

Ruang Lingkup: Biaya/Tarif Pelayanan untuk mendapatkan pelayanan

No Jawaban Skor Frekuensi
f %

1 Sangat Setuju 4 188 97%
2 Setuju 3 6 3%
3 Kurang Setuju 2 0 0%
4 Tidak Setuju 1 0 0%

Jumlah 194 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam gratis 

berikut ini.
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Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari 
hasil analisis mayoritas responden menyatakan bahwa produk spesifikasi jenis 

layanan sangat sesuai berada pada skor 3,969 interval 3,5324-4,00 atau 

88,31-100,00 kriteria unit pelayanan “sangat baik”. Dengan demikian 

kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk 

spesifikasi jenis layanan berada pada kategori sangat baik.
Hasil analisis pada ruang lingkup produk spesifikasi jenis layanan 

secara ringkas disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Bale Bandung 

Ruang Lingkup: Spesifikasi Jenis Layanan

No Jawaban Skor Frekuensi
f %

1 Sangat Sesuai 4 188 97%
2 Sesuai 3 6 3%
3 Kurang Sesuai 2 0 0 %
4 Tidak Sesuai 1 0 0%

Jumlah 194 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam 

gratis berikut ini.
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PERSYARATAN

■ Sangat Sesuai

■ Sesuai 

Kurang Sesuai

■ Tidak Sesuai

F. KOMPETENSIPELAKSANA
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

Dari hasil analisis mayoritas responden menyatakan bahwa kompetensi 

pelaksana sangat kompeten berada pada skor 3,979 interval 3,5324-4,00 atau 

88,31-100,00 dan kriteria unit pelayanan “sangat baik”. Dengan demikian 

kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup 

kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.
Hasil analisis pada ruang lingkup kompetensi pelaksana secara ringkas 

disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 12

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Bale Bandung 
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana di Pengadilan Negeri Bale Bandung

No Jawaban Skor Frekuensi
F %

1 Sangat Kompeten 4 190 98%
2 Kompeten 3 4 2%
3 Kurang Kompeten 2 0 0%
4 Tidak Kompeten 1 0 0%

Jumlah 194 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam
gratis berikut ini.

PERSYARATAN

■ Sangat Kompeten

■ Kompeten 

Kurang Kompeten

■ Tidak Kompeten

G. PERILAKU PELAKSANA.
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. Dari hasil analisis mayoritas responden menyatakan bahwa 

perilaku pelaksana sangat sopan dan ramah berada pada skor 3,979 interval 

3,5324-4,00 atau 88,31-100,00 kriteria unit pelayanan “sangat baik”. Dengan 

demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup 

perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik.
Hasil analisis pada ruang lingkup perilaku pelaksana secara ringkas 

disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Bale Bandung 

Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana
No Jawaban Skor Frekuensi

f %
1 Sangat Sopan dan 

Ramah
4 190 98%

2 Sopan dan Ramah 3 4 2%
3 Kurang Sopan dan 

Ramah
2 0 0%

4 Tidak Sopan dan 
Ramah

1 0 0%

Jumlah 194 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam
grafis berikut ini.

PERILAKU PELAKSANA
0%

2%—^ — \  0%

■ Sangat Sopan dan Ramah

■ Sopan dan Ramah

Kurang Sopan dan Ramah

98%

H Tidak Sopan dan Ramah

H. SARANA DAN PRASARANA
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). Dari hasil analisis mayoritas responden menyatakan 

bahwa sarana dan prasarana sangat baik berada pada skor 3,974 interval 

3,5324-4,00 atau 88,31-100,00 kriteria unit pelayanan kategori “sangat baik”. 
Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang 

lingkup sarana dan prasarana berada pada kategori sangat baik.
Hasil analisis pada ruang lingkup sarana dan prasarana secara ringkas 

disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Bale Bandung 

Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No Jawaban Skor Frekuensi
f %

1 Sangat Baik 4 189 97%
2 Baik 3 5 3%
3 Cukup 2 0 0%
4 Buruk 1 0 0%

Jumlah 194 100%
Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis
berikut ini

SARANA DAN PRASARANA
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■ Baik 
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I PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis 

mayoritas responden menyatakan bahwa penanganan pengaduan sangat baik 

berada pada skor 4.00 interval 3,5324-4,00 atau 88,31-100,00 kriteria unit 

pelayanan “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna 

layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan berada pada 
kategori sangat baik.

Hasil analisis pada ruang lingkup penanganan pengaduan secara 
ringkas disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Bale Bandung 

Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan dan Masukan

No Jawaban Skor Frekuensi
f %

1 Berfungsi dan Dikelola 
dengan Baik

4 194 100%

2 Kurang Maksimal 3 0 0%
3 Ada tetapi tidak dapat 

diakses
2

0 0%
4 Tidak Ada 1 0 0%

Jum ah 194 100%
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam

grafis berikut ini.

J. HASIL SURVEY KUALITATIF

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran 

responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarkan. Saran-saran 
perbaikan Pengadilan Negeri Bele Bandung, yang diusulkan responden sebanyak 

194 rersponden pada pokoknya pelayaan di Pengadilan Negeri Bale Bandung sudah 
berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan standar pelayanan:
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN
Kuisioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 194 

bendel angket. Adapaun capaian yang diharapkan oleh Pengadilan Negeri 

Bale Bandung berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, 

disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan 

pengadilan di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebesar 3,977 atau 99,41 

berada mutu layanan pada kategori “SANGAT BAIK” (interval 3,5324-4,00 

atau 88,31-100,00). Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup 
sebagai berikut:

Tabel 16

Hasil Perhitungan

No Unsur Pelayanan Nilai Rata- 
rata Unsur

Nilai IKM Mutu
Layanan

Kinerja Unit 
Layanan

1 Persyaratan Pelayanan 3,974 99,35 A SANGAT BAIK

2 Prosedur Pelayanan 3,969 99,225 A SANGAT BAIK

3 Waktu Pelayanan 3,974 99,35 A SANGAT BAIK

4 Biaya/Tarif Pelayanan 3,969 99,225 A SANGAT BAIK
5 Produk Spesifikasi 

Jenis Layanan
3,969

99,225

A SANGAT BAIK

6 Kompetensi Pelaksana 3,979 99,475 A SANGAT BAIK
7 Perilaku Pelaksana 3,979 99,475 A SANGAT BAIK

8 Sarana dan Prasarana 3,974 99,35 A SANGAT BAIK
9 Penanganan

Pengaduan
4,00

100

A SANGAT BAIK

IKM 3,977 99,41 A SANGAT BAIK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di 

Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, 
diperoleh kepuasan responden tiga unsur paling tinggi berada pada ruang lingkup 

Penanganan Pengaduan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana sedangkan 3
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unsur yang paling rendah adalah unsur Prosedur Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, 

Produk Spesifikasi Jenis Layanan.

5.2 REKOMENDASI
Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Bale 

Bandung, hendaknya tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah dinilai 
sangat baik.

Berdasarkan hasil survei ini, unsur yang perlu lebih ditingkatkan. Adapun 
rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai 
berikut:

1. Prosedur Pelayanan

- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui 
pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja 
atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai 
pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan; 
Mengintruksikan kepada seluruh pegawai Kepaniteraan dan bagian

kesekretariatan untuk selalu melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai 

dengan SOP yang berlaku dan melakukan publikasi terhadap SOP, jika 

petugas tidak melaksanakan tugasnya sesuai standar pelayanan maka 

penerima layanan berhak menerima konpensasi yang telah disediakan di 
PTSP;

Mengintruksikan kepada seluruh pegawai Kepaniteraan dan bagian 

kesekretariatan khususnya pegawai yang bertugas di PTSP untuk selalu 

menerapkan 5R dan 5S dalam menjalankan pelayanan terhadap 

masyarakat.

2 . Biaya/Tarif Pelayanan;

Pimpinan selalu mengingatkan kepada kepada seluruh pegawai untuk tidak 

menerima suap, atau menerima hadiah dari siapun juga atas layanan yang 

diberikan, dan khusus pada unit layanan PTSP pennaggungjawab PTSP 

setiap breafing selalu mengingatkan untuk tidak menarik biaya diluar dari 

yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

3 . Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Merekomendasikan kepada seluruh unit layanan di PTSP baik petugas Front 

Office maupun Back Office yang bertugas dimasing-masing unit layanan agar
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memastikan kebenaran, dan kesesuaian produk yang dikeluarkan dengan 

senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP oleh 
penanggungjawab PTSP.

5.3 RUJUKAN

Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor: 
KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat 

Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei 
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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LAMPIRAN I 
SK TIM SURVEI
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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A
NOMOR : W11.U6/251 l/KP.04.06/4/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, 

SURVEI PERSEPSI KORUPSI DAN SURVEI HARIAN 
PADA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Pejamin Mutu Peradilan 

Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu di 
bentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Korupsi, dan 
Survey Harian pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan 
Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, Perlu dibentuk 
Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Korupsi, dan Survey 
Harian pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A;

c. Bahwa Tim yang dibentuk dipandang kompeten dan bertanggung jawab 
melakukan survey dimaksud, yang terdiri atas 9 ruang lingkup, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Waktu Pelyanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetisi Pelaksanaan;
7. Perilaku Pelaksanaan;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Mengingat

Memperhatikan

1. Bahwa tujuan diadakan Survey adalah untuk mengukur kepuasan 
masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas 
penyelenggara pelayanan terhadap pengguna pengadilan;

2. Bahwa sasaran diadakan survey adalah :
a. Mendorong partisipasi pengguna Pengadilan sebagai pengguna 

layanan Pengadilan dalam menilai kineija penyelenggara 
pelayanan;

b. Mendorong penyelenggara pelayanan Pengadilan untuk 
meningkatkan Kualistas Pelayanannya;

c. Mendorong Penyelenggara Pelayanan menjadi lebih inovatif 
dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kepuasan Kehakiman;

3. Undnag-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

I Balai * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Scrtifikasi Elektronik
I Sertifikasi BsrE
j Elektronik . UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik;

7. Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Undnag-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

9. Surat Keptusan Ketua Mahakamah Agung RI Nomor 
076/KM A/SK/V1/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan 
Pengaduan di Pengadilan;

10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non 
Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009, tentang Pedoman Pelyanan 
Informasi pada Mahkamah Agung RI;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan 
Masyarakat terhadap penyelenggara Pelayanan Publik;

12. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
1586/DJU/SK/PSO1/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
Pemberi Informasi Publik untuk Masayarakat Pencari Keadilan dan 
Standar Meja Informasi di Pengdilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, 
SURVEI PERSEPSI KORUPSI DAN SURVEI HARIAN PADA PENGADILAN PADA 
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A.
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, Nomor 
W11.U6/2679/KP.04.06/7/2020 tertanggal 07 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim 
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri 
Bale Bandung Kelas 1 A;
Mengangkat pegawai yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai 
Tim Survei Kepuasan Masayarakat, Survei Persepsi Korupsi dan Survei Harian pada 
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A;
Tim Survei ini mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam lampiran keputusan 
ini;
Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 
2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara 
pelayanan Publik;
Tim survei agar segera menyampaikan laporan secara berkala dan bertahap kepada 
Ketua, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan tahap 
penyajian hasil survei (lampiran bab II Pelaksanaan dan Teknik Survei, Huruf A 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
16 Tahun 2014)

Balal " Dokumcn ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan olch Balai Sertifikasi Elektronik
Serttfikasi BsrE
Elektronik . UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti 
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Keenam

Ketujuh

: Dalam menjalankan tugasnya, Tim Survei dapat membentuk Sub Tim sesuai 
pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan;

: Keputusan ini berlaku sejak tenggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian 
hari terdapat kekeliruan, dakan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Bale Endah Kab. Bandung
PadaTanggal : 14 April 2023

KETUA

Ditandatangani secara elektronik o ieh :
KETUA PENG ADI LAN NEGERI BALE BANDUNG

ACHMAD SATJBI 
NIP.196803031992031002

B a ia i
S ertifik as i 
E lek tron ik  .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Baiai Sertifikasi Elektronik 
BsrE
UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau basil cetaknya merupakan alat bukti 
hukum yang sah”



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung 
Nomor : W ll .U6/251 l/KP.04.06/4/2023 
Tanggal : 14 April 2023

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEI PERSEPSI KORUPSI DAN 
SURVEY HARIAN PADA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A

Ketua : KUSMAN, SH., MH.

Anggota : 1. TATANG MAHMUD

2. IMAN SUPRIATMAN

3. YAT1 SURYATI

4. ALIF BRAJA DIJAYA

RUANG L1NGKUP SURVEI

(lampiran, Bab -  1, pedahuluan, Huruf D, Permen & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Tentang 

Pedoman Survei epuasan Masayarakat Terhadap Peleyelnggara Pelayanan Publik)

1. PERSYARATAN

Persayaratan adalah syarat yang hams dipenuhi dalam pengurusan suara jenis pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun administrasi;

2. PROSEDUR

Prsedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelyanan termasuk 

pengaduan;

3. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelyanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk enyelesaikan selumh prses pelayanan 

dari setiap jenis pelayanan;

4. B1AYA/TARIF

Biaya/  Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan 

memperoleh pelyananan dari penyelenggara yang besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara penyelenggara yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat;

5. PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELYANAN

1. Produk Spesifikasi jenis pelyanan adalah hasil pelyanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan

2. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Balai
Sertifikasi
E lek tron ik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik 
BsrE
UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti 
hukum yang sah”



6. KOMPETENSI PELAKSANAAN

Kompetensi pelaksanaan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan 

keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. PERILAKU PELAKSANAAN

Perilaku Pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelyanan;

8. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pemyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk 

melaksanakan pelayanan dengan standar pelayanan.

Ditetapkan : Bale Endah Kab. Bandung
PadaTanggal : 14 April 2023

KETUA

Ditandatangani secara e iektronik oleh :
KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

ACHMAD SATIBI
NIP.196803031992031002

- Dokumen ini telah ditandatangani secara eiektronik menggunakan sertifikat eiektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Eiektronik
S e rtifik a s i BsrE
Eiektronik . u u  ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Eiektronik dan/atau Dokumen Eiektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti 
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LAMPIRAN II
TABULASI DATA HASIL SURVEI
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N o N am a D o m is il i U m u r
Jen is

K e la m in
P e n d id ik a n P e k e r ja a n U 1 U 2 U 3 U* U5 U 6 U7 U 8 U 9 W a k tu  Rekar

1 A G U H J A W A  B A R A T 33  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 D e se m b e r  20

2 RIZKIA J A W A  B A R A T 22  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 D e se m b e r  20

3 IW A N  S E T IA W A N J A W A  B A R A T 4 0  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 D e se m b e r  20

4 S A E P U L R J A W A  B A R A T 2 4  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 D e se m b e r  20

5 IW A N  S JA W A  B A R A T 4 3  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 D e se m b e r  20

6 T A B R O N I J A W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S I PN S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 D e se m b e r  20

7 M U H A M M A D J A W A  B A R A T 34  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 D e se m b e r  20

8 RENI J A W A  B A R A T 4 3  T a h u n P e re m p u a n S2 LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 D e se m b e r  20

9 D APIT J A W A  B A R A T 39  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 D e se m b e r  20

10 B U D Y J A W A  B A R A T 32  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 D e se m b e r  20

11 A G U H  N U G R A H A J A W A  B A R A T 33  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 D e se m b e r  20

12 DIKDIK J A W A  B A R A T 30  T a h u n L a k i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14  D e se m b e r  20

13 DIKI J A W A  B A R A T 3 1 T a h u n Lak i- la k i S M U W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14  D e se m b e r  20

14 A R Y  P E R M A D I J A W A  B A R A T 27  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 D e se m b e r  20

15 M U K S IN  A G N A N J A W A  B A R A T 30  T a h u n L a k i- la k i S I L A IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 D e se m b e r  20

16 IW A N  SETIADI J A W A  B A R A T 4 0  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 D e se m b e r  20

17 T A T A N G  M U L Y A D I J A W A  B A R A T 30  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 D e se m b e r  20

18 D IA N A  H A N D A Y A N I J A W A  B A R A T 45  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 D e se m b e r  20

19 DESI J A W A  B A R A T 38  T ah u n P e re m p u a n S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 D e se m b e r  20

20 DY KART IKO JA W A  B A R A T 30  T ah u n L a k i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 D e se m b e r  20

21 DIKI JA T N IK A J A W A  B A R A T 31  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 D e se m b e r  20

22 DIKD IK SEPTIYAD I J A W A  B A R A T 30  T ah u n L a k i- la k i S M U W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 D e se m b e r  20

23 A G U H  N U G R A H A JA W A  B A R A T 33  T ah u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 D e se m b e r  20

24 IH W A N  R U S A M S I J A W A  B A R A T 30  T a h u n Lak i- la k i D ip lo m a  3 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 D e se m b e r  20

25 E G IT A U F IQ JA W A  B A R A T 27  T ah u n Lak i- la k i S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 D e se m b e r  20

26 IW A N  SE T IA W A N JA W A  B A R A T 4 3  T ah u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 D e se m b e r  2 0 2

27 S A E P U L R O H IM JA W A  B A R A T 24  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 D e se m b e r  2 0 2

28 IW A N  SE T IA W A N JA W A  B A R A T 4 0  T ah u n Lak i- la k i S M U W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 D e se m b e r  2 0 2

29 RIZKIA IS M A W A T I JA W A  B A R A T 22  T ah u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 D e se m b e r  2 0 2

30 FIRLY A M E L IA  PUTRI J A W A  B A R A T 23  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 D e se m b e r  2 0 2

31 DEDI K U SM IA D I J A W A  B A R A T 38  T a h u n L a k i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 D e se m b e r  2 0 2



32 A H M A D  R O H EN D I J A W A  B A R A T 38  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 D e se m b e r  202

33 S U M A R N O J A W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S M U TNI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 D e se m b e r  202
34 L E O S IM A N U L A N G J A W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 D e s e m b e r  202

35 T E U K U  M U H A M M A D J A W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 D e se m b e r  202

36 S E P T IY A N A JA W A  B A R A T 4 6  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 D e se m b e r  202

37 T A T A N G  M U L Y A D I JA W A  B A R A T 3 0  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 D e se m b e r  202

38 IW A N  SETIADI JA W A  B A R A T 28  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 D e s e m b e r  202

39 A G N A N JA W A  B A R A T 34  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 D e s e m b e r  202

4 0 BUD I A R IA N JA W A  B A R A T 32  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 D e se m b e r  202

41 T A B R O N I J A W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e se m b e r  202

42 K U R N IA JA W A  B A R A T 2 6  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e s e m b e r  202

43 SITI N U R JA N A H JA W A  B A R A T 28  T a h u n P e re m p u a n D ip lo m a  3 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e s e m b e r  202

4 4 N O V A L  HABIBI J A W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e se m b e r  202

45 H E N D R A W A N JA W A  B A R A T 22  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e se m b e r  202

46 IIS R ISN A JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e se m b e r  202

47 K A M A R U D IN JA W A  B A R A T 59  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e se m b e r  202

48 R A M A D H A N A JA W A  B A R A T 2 3  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  D e s e m b e r  202

49 D APIT JA W A  B A R A T 3 7  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 D e s e m b e r  202

50 A U L IY A JA W A  B A R A T 2 3  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 D e se m b e r  202

51 IKH SAN JA W A  B A R A T 2 2  T a h u n Lak i- la k i S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 D e se m b e r  202

52 SA LS A B ILA JA W A  B A R A T 2 2  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 D e se m b e r  2 0 2

53 TUTI SRI J A W A  B A R A T 5 0  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 D e s e m b e r  2 0 2
54 N A IR A JA W A  B A R A T 2 1 T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 D e se m b e r  2 0 2

55 RENI J A W A  B A R A T 4 3  T a h u n P e re m p u a n S I PN S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  N o v e m b e r  2C

56 IIS SO LIH A H J A W A  B A R A T 4 0  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  N o v e m b e r  2C

57 K A M A R U D IN JA W A  B A R A T 5 9  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  N o v e m b e r  2C

58 PUTRI W A N G S A JA W A  B A R A T 4 5  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  N o v e m b e r  2C

59 CICIN JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  N o v e m b e r  2C

60 N U R A T N A JA W A  B A R A T 4 3  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29  N o v e m b e r  2C

61 SRI U T A M I JA W A  B A R A T 4 9  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29  N o v e m b e r  2C

62 LU TFIAH JA W A  B A R A T 23  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29  N o v e m b e r  2C

63 A y u  V e n n y JA W A  B A R A T 3 0  T a h u n P e re m p u a n S M U S W A S T A 3 3 4 3 3 4 4 4 4 29 N o v e m b e r  2C

6 4 N IN IN G JA W A  B A R A T 5 0  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29  N o v e m b e r  2C



65 W IL L IA M JA W A  B A R A T 24  T a h u n L a k i- la k i S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29  N o v e m b e r  20

66 T A S Y A  K A R T IK A JA W A  B A R A T 27  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29  N o v e m b e r  20

67 H A R R Y  H A SW ID Y , SH J A W A  B A R A T 45  T a h u n L a k i- la k i S I LA IN N Y A 3 3 3 3 3 3 3 3 4 29  N o v e m b e r  20

68 A B D U L  C H A L IM JA W A  B A R A T 50  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29  N o v e m b e r  20

69 R O B B Y  N U R  FA LLA H JA W A  B A R A T 37  T a h u n L a k i- la k i S I LA IN N Y A 3 3 3 3 3 3 3 3 4 29  N o v e m b e r  20

70 R A M O N A  FE B R IA N A JA W A  B A R A T 37  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 8  N o v e m b e r  20

71 D E IN A IR A JA W A  B A R A T 21  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28  N o v e m b e r  20

72 JIH A N  S A LSA B ILA JA W A  B A R A T 25  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 8  N o v e m b e r  20

73 D ED E N  IKH SAN JA W A  B A R A T 22  T a h u n L a k i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28  N o v e m b e r  20

74 M U H A M M A D  A U L IA JA W A  B A R A T 23  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28  N o v e m b e r  20

75 IR W A N  LIU JA W A  B A R A T 30  T a h u n L a k i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 8  N o v e m b e r  20

76 IR W A N  H E N D R A W A N JA W A  B A R A T 22  T a h u n L a k i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 7  N o v e m b e r  20

77 M U H A M A D  N O V A L JA W A  B A R A T 25  T a h u n L a k i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 7  N o v e m b e r  20

78 M IK E  K U R N IA JA W A  B A R A T 26  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27  N o v e m b e r  20

79 Y E A N E J JA W A  B A R A T 53  T ah u n P e re m p u a n S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27  N o v e m b e r  20

80 M  T A B R A N I JA W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27  N o v e m b e r  20

81 C E SA R  BUD I A R IA N J A W A  B A R A T 32  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27  N o v e m b e r  20

82 D AP IT  A R IY A N T O JA W A  B A R A T 34  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27  N o v e m b e r  20

83 D AN I W A R D A N I J A W A  B A R A T 3 1 T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22  N o v e m b e r  20

8 4 M  G H IFA R J A W A  B A R A T 23  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  N o v e m b e r  20

85 W IL IA M  F E R N A N D O JA W A  B A R A T 24  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  N o v e m b e r  20

8 6 N IN IN G J A W A  B A R A T 50  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  N o v e m b e r  20

87 NURI J A W A  B A R A T 30  T a h u n P e re m p u a n S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  N o v e m b e r  20

8 8 LU TFIAH J A W A  B A R A T 23  T a h u n P e re m p u a n S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  N o v e m b e r  20

8 9 D eva  A d ity a JA W A  B A R A T 21  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1  N o v e m b e r  20

9 0 PUTRI SEKAR JA W A  B A R A T 4 5  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16  N o v e m b e r  20

91 CICIH JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n L a k i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16  N o v e m b e r  20

92 N U R H A Y A T I JA W A  B A R A T 4 3  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16  N o v e m b e r  20

93 PA N D I EKO JA W A  B A R A T 51  T a h u n L a k i- la k i S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 N o v e m b e r  20

9 4 M U H A M M A D  FAQ IH JA W A  B A R A T 30  T a h u n L a k i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 N o v e m b e r  20

95 RANI JA W A  B A R A T 4 3  T ah u n P e re m p u a n S2 PN S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 N o v e m b e r  20

9 6 IIS JA W A  B A R A T 4 0  T ah u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15  N o v e m b e r  20

9 7 K A M A R U D IN J A W A  B A R A T 59  T ah u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 N o v e m b e r  20



9 8 C U C U N JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 N o v e m b e r  20

99 N U R H A Y A T I JA W A  B A R A T 4 3  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 N o v e m b e r  20

100 PAN D I EKO JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n Lak i- la k i S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10  N o v e m b e r  20

101 M U K S IN  A G N A N JA W A  B A R A T 3 0  T a h u n Lak i- la k i S I L A IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 N o v e m b e r  20

102 IW A N  SETIADI JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 N o v e m b e r  20

103 T A T A N G  M U L Y A D I JA W A  B A R A T 34  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 N o v e m b e r  20

104 DY KART IKO J A W A  B A R A T 50  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 N o v e m b e r  20

105 DESI JA W A  B A R A T 38  T a h u n P e re m p u a n S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 N o v e m b e r  202

106 D IA N A  H A N D A Y A N I JA W A  B A R A T 30  T a h u n P e re m p u a n S M U L A IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 N o v e m b e r  202

107 A LO JA W A  B A R A T 50  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 N o v e m b e r  202

108 VICTO RI E M  ELI D A  C O S A T JA W A  B A R A T 29  T a h u n P e re m p u a n S I L A IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 N o v e m b e r  202

109 K A R S U N JA W A  B A R A T 4 8  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 N o v e m b e r  202

110 EN TIN  KARTINI J A W A  B A R A T 51  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 N o v e m b e r  202

111 N A N D A N G  R U H Y A T JA W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S I PN S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 N o v e m b e r  202

112 S O F Y A N  R A C H IM JA W A  B A R A T 4 4  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 N o v e m b e r  202

113 M O C H  N U R  FA U Z Y JA W A  B A R A T 3 8  T a h u n Lak i- la k i D ip lo m a  1 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 N o v e m b e r  202

114 S U H E N D A R JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 N o v e m b e r  202

115 PAN I JA W A  B A R A T 2 6  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 N o v e m b e r  202

116 A R S A M JA W A  B A R A T 2 6  T a h u n Lak i- la k i S M U L A IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 N o v e m b e r  202

117 S Y A FR U D IN JA W A  B A R A T 4 7  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 N o v e m b e r  202

118 FITRIA JA W A  B A R A T 2 7  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 N o v e m b e r  202

119 A yu  V e n n y JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 N o v e m b e r  202

120 SITI J A W A  B A R A T 3 0  T a h u n P e re m p u a n S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 N o v e m b e r  202

121 H U SEN JA W A  B A R A T 4 6  T a h u n Lak i- la k i S2 LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 N o v e m b e r  202

122 A G U S J A W A  B A R A T 3 4  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 N o v e m b e r  202

123 HARISS J A W A  B A R A T 4 6  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

124 S U H E N D A R J A W A  B A R A T 4 5  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

125 K A R T IK A  SARI JA W A  B A R A T 3 2  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

126 YU RIS  Y U R IA N D A N A JA W A  B A R A T 4 6  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

127 RIZQI B A H A R U D D IN J A W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I L A IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

128 YO S EP  SEPTIAD I JA W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

129 ELB IN EL  S ID A B U K E JA W A  B A R A T 5 8  T a h u n Lak i- la k i S2 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

130 ATI R A H M A W A T I JA W A  B A R A T 25  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202



131 D ED EN J A W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

132 E F F R E M  N O C E N T IU S JA W A  B A R A T 2 6  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 N o v e m b e r  202

133 IW A N  SETIADI JA W A  B A R A T 28  T a h u n Lak i- la k i S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31  O k to b e r  2 0 2 :

1 3 4 D IA N A  H A N D A Y A N I JA W A  B A R A T 2 8  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31  O k to b e r  2 0 2 :

135 DESI R A H M A W A T I J A W A  B A R A T 4 0  T a h u n P e re m p u a n S I W IR A U S A H A 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31  O k to b e r  2 0 2 :

136 T A T A N G  M U L Y A D I JA W A  B A R A T 35  T a h u n L a k i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31  O k to b e r  2 0 2 :

137 P A R U L IA N JA W A  B A R A T 4 4  T a h u n P e re m p u a n S2 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  O k to b e r  2 0 2 :

138 D E D E N JU N A E D I JA W A  B A R A T 25 T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  O k to b e r  2 0 2 :

139 D EST IRA JA W A  B A R A T 30  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  O k to b e r  2 0 2 :

140 A N D R E  IAN JA W A  B A R A T 25 T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0  O k to b e r  2 0 2 :

141 M U H A M M A D  R ISW A N JA W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0  O k to b e r  2 0 2 :

142 BAKRI JA W A  B A R A T 26  T a h u n L a k i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30  O k to b e r  2 0 2 :

143 RIZQI B J A W A  B A R A T 25  T a h u n L a k i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0  O k to b e r  2 0 2 :

1 4 4 IIS SO L IH A H JA W A  B A R A T 30  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25  O k to b e r  2 0 2 ;

145 SO N I W ID IA N A R K O JA W A  B A R A T 38  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25  O k to b e r  2 0 2 :

146 APR I SU N A R SI JA W A  B A R A T 25  T a h u n P e re m p u a n S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24  O k to b e r  2 0 2 :

147 N U R D IN  M U H A M M A D JA W A  B A R A T 4 6  T a h u n Lak i- la k i S2 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24  O k to b e r  2 0 2 :

148 N A T A D IQ A JA W A  B A R A T 30  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24  O k to b e r  2 0 2 ;

149 DEN I C U R A JA W A  B A R A T 35 T a h u n L a k i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23  O k to b e r  2 0 2 ;

150 M U H S IN  A G N A N JA W A  B A R A T 30  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23  O k to b e r  2 0 2 :

151 M A R IA  ELISA JA W A  B A R A T 4 0  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23  O k to b e r  2 0 2 :

152 F IR M A N  ALI J A W A  B A R A T 28  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19  O k to b e r  2 0 2 ;

153 F A N N Y  FA N D A Y A N I J A W A  B A R A T 4 2  T a h u n P e re m p u a n D ip lo m a  3 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19  O k to b e r  2 0 2 ;

1 5 4 R IFD A  M U D R IK A J A W A  B A R A T 28  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19  O k to b e r  2 0 2 :

155 JH O N  P R E D D Y  H U T A P E A J A W A  B A R A T 24  T a h u n La k i- la k i S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19  O k to b e r  2 0 2 :

156 ELLY A M A L IA J A W A  B A R A T 53  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19  O k to b e r  2 0 2 :

157 TA F IP  S IB G H O T U LLO H J A W A  B A R A T 27  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18  O k to b e r  2 0 2 ;

158 D AD IN  SO LIH IN J A W A  B A R A T 4 6  T a h u n Lak i- la k i S2 LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18  O k to b e r  2 0 2 ;

159 E D W IN  G U N A D I J A W A  B A R A T 4 4  T a h u n Lak i- la k i S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 O k to b e r  2 0 2 :

16 0 M U H A M M A D  M U K L IS J A W A  B A R A T 4 1 T a h u n Lak i- la k i S2 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 O k to b e r  2 0 2 ;

161 A S T R A  D IN A T A JA W A  B A R A T 50  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18  O k to b e r  2 0 2 :

162 DJATI A K B A R JA W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 O k to b e r  2 0 2 :

163 A S E P  TE JA JA W A  B A R A T 4 9  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17  O k to b e r  2 0 2 :



1 6 4 BO Y  JO S H U A J A W A  B A R A T 25  T ah u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 O k to b e r  2023

165 FERI P R A N A T A J A W A  B A R A T 25  T ah u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 O k to b e r  2023

166 P O P P Y  N A D Y A J A W A  B A R A T 28  T a h u n P e re m p u a n S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 O k to b e r  2023

167 RASYID  IB R A H IM J A W A  B A R A T 4 2  T a h u n Lak i- la k i W IR A U S A H A W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 O k to b e r  2023

1 6 8 G U STI B O B B Y JA W A  B A R A T 4 5  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16  O k to b e r  2023

169 T A B R A N IT O B A R J A W A  B A R A T 35  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 O k to b e r  2023

170 AD IT JA W A  B A R A T 30  T a h u n Lak i- la k i S M U S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 O k to b e r  2023

171 N U R U L  AINI JA W A  B A R A T 26  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 O k to b e r  2023

172 S O F Y A N  ARIF JA W A  B A R A T 4 2  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 O k to b e r  2023

173 D R E N D A N G JA W A  B A R A T 4 2  T a h u n Lak i- la k i S3 LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 O k to b e r  2023

1 7 4 D R S Y U D I W ILD A N JA W A  B A R A T 5 1 T a h u n Lak i- la k i S2 W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 O k to b e r  2023

175 S O F Y A N  ARIF JA W A  B A R A T 4 2  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 O k to b e r  2 0 23

176 S A G A R A  S A B D A JA W A  B A R A T 26  T a h u n La k i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 O k to b e r  2 0 23

177 R A D E N  Y U N A N T O J A W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 O k to b e r  2 0 2 3

1 7 8 F A C H R U R  ROZI J A W A  B A R A T 60  T ah u n Lak i- la k i S I POLRI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

179 Y U L IA N A J A W A  B A R A T 35  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

180 A C E  HI D A Y A T J A W A  B A R A T 4 3  T a h u n Lak i- la k i S M U W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

181 LEU  N O V IAN T I J A W A  B A R A T 26  T a h u n P e re m p u a n S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

182 A S R O H U N J A W A  B A R A T 4 9  T ah u n L a k i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

183 A G U S S Y U K U R J A W A  B A R A T 52  T a h u n Lak i- la k i S2 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

184 M A H Y A  K O S W A R A J A W A  B A R A T 53  T a h u n Lak i- la k i S M U W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

185 CEPI F IR M A N S Y A H J A W A  B A R A T 28  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 O k to b e r  2 0 2 3

186 M  FA C R U R J A W A  B A R A T 60  T a h u n Lak i- la k i S I POLRI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 2 3

187 E M M A  M A R L IN A J A W A  B A R A T 4 7  T a h u n P e re m p u a n S2 S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 2 3

188 S U D R A JA T  T A R D IA N A J A W A  B A R A T 4 5  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 2 3

189 T A T A  S U G IA R T A JA W A  B A R A T 4 2  T a h u n Lak i- la k i S I W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 2 3

190 M  FA ISAL  R U S LA N JA W A  B A R A T 25  T a h u n Lak i- la k i S I LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 2 3

191 M U H A M M A D  G A N I JA W A  B A R A T 26  T a h u n Lak i- la k i S I S W A S T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 2 3

192 A D A M JA W A  B A R A T 43  T ah u n L a k i- la k i S M U W IR A U S A H A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 23

193 BILQIS KA V ITA JA W A  B A R A T 21  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 23

1 9 4 H E R A W A T I JA W A  B A R A T 4 3  T a h u n P e re m p u a n S M U LA IN N Y A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 O k to b e r  2 0 2 3



Jumlah 771 770 771 770 770 772 f 772 771 776
r------------ r------------ f f f f f

N'RR per RL 3.974 r 3,969 3,974 3,969 3,969 3,979 3.979 3,974 4.000
N’RR 0,442 0,441 0,442 0,441 0,441 0.442 0.442 0.442 0,444 3,977Tertirabans

IKM  Unit Pelayanan 99,41
T r r f f r r r

Tidak Puas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r r r r r r r r r

Kurang Puas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puas 5 f 6 f 5 T 6 f 6 4 4 3 0

r r f r r r r r r
Sangat Puas 189 188 189 188 188 190 190 189 194

194 194 194 194 194 194 194 194 194

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 0%
970/o 97% 97% 97% 97% 98%

COO' 97% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakarat Pengadilan Negeri Bale Bandung



1

S'5 .

-Jfj 33Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakarat Pengadilan Negeri Bale Bandung



1

33Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakarat Pengadilan Negeri Bale Bandung



LAPORAN MONITORING 
DAN EVALUASI 3 UNSUR 

TERENDAH HASH SURVEY 
KEPUASAN MASYARAKAT 

TRIWULAN IVTAHUN 2023



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Kel/Kec. Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375 
Tln/Fax. ( 022 ) 5940791 Website: nn-balebandune.eo.id email: nn.balebandune(a)email.com

LAPORAN

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI 3  UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN

MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2 0 2 3

A. PENDAHULUAN

1. Umum
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur 

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal 

sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang 

diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau 

keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun 

media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, 

kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, 

sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang 

nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya 

serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif.
Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan 

yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi 
yang melekat pada setiap aparatur kelurahan dan kecamatan pada khususnya yang 

note bene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public



Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara 

bersamasama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan 
kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, 

sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan 

menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka 
diadakanlah “SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT”;

2. Maksud dan Tujuan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. Tujuan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung 
adalah untuk melakukan peningkatan semua unit pelayanan secara berkala dan 

menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berbasisi 

kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan, dan menjadi acuan bagi 

berhasil tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga 

pelayanan publik. Secara singkat adapun maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi 
3 unsur terendah hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 sebagai 
berikut:

1. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan 
di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 
I A.

1. Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup dalam melalukan Monev adalah 3 nilai unsur terendah hasil 
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV tahun 2023:



b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: W11- 

U6/2511/KP.04.06/4/2023 tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan 
Masyarakat, Survei Persepsi Korupsi, dan Survei Harian Pada Pengadilan Negeri 

Bale Bandung Kelas I A;

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan Monitoring 3 nilai terendah hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 

IV Tahun 2023;

C. HASIL YANG DICAPAI

Adapun berkas perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang sudah 
diarsipkan ke bagian hukum adalah sebagai berikut:

3 UNSUR 

TERENDAH 

HASIL 

SURVEI IKM

Nilai
Unsur

Tindak Lanjut

Keterangan

- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa

tanggung jawab petugas melalui 

pemberian pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan dan etos 

kerja atau motivasi petugas dan 

menetapkan standardisasi internal 

mengenai pelayanan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat pencari keadilan;

Prosedur

layanan
3,969

- Mengintruksikan kepada seluruh 

pegawai Kepaniteraan dan bagian
-

kesekretariatan untuk selalu 

melaksanakan tugas dan pekerjaan 

sesuai dengan SOP yang berlaku dan 

melakukan publikasi terhadap SOP, jika 
petugas tidak melaksanakan tugasnya 
sesuai stanriar nelavanan maka



- Mengintruksikan kepada seluruh 

pegawai Kepaniteraan dan bagian 

kesekretariatan khususnya pegawai 

yang bertugas di PTSP untuk selalu 
menerapkan 5R dan 5S dalam 

menjalankan pelayanan terhadap 

masyarakat.

Biaya/Tarif

Pelayanan
3,969

Pimpinan selalu mengingatkan kepada 
kepada seluruh pegawai untuk tidak 

menerima suap, atau menerima hadiah dari 
siapun juga atas layanan yang diberikan, 

dan khusus pada unit layanan PTSP 

pennaggungjawab PTSP setiap breafing 

selalu mengingatkan untuk tidak menarik 

biaya diluar dari yang sudah ditetapkan 

peraturan perundang-undangan

-

Produk

Spesifikasi

Jenis

Layanan

3,969

Merekomendasikan kepada seluruh unit 

layanan di PTSP baik petugas Front Office 

maupun Back Office yang bertugas 

dimasing-masing unit layanan agar 

memastikan kebenaran, dan kesesuaian 

produk yang dikeluarkan dengan 

senantiasa melakukan monitoring dan 
evaluasi pelayanan PTSP oleh 

penanggungjawab PTSP.

-

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan ditemukan bahwa kuisioner 

yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 194 bendel angket dan adapaun 

capaian yang diharapkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan hasil analisis 

data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) 
pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebesar 3,977 atau
QQ h o r a r la  m n t ii  la \ / a n a n  n a r la  k a t e n n r i  “^ A K I f ^ A T  R A I K ” rint*ar\/al 3 . ^ 3 9 4 - 4  0 0  a t a n



Bandung, hendaknya tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah dinilai 

sangat baik. Berdasarkan hasil survei ini, unsur yang perlu lebih ditingkatkan adalah 

unsur Prosedur Pelayanan, unsur Biaya/Tarif Pelayanan, unsur Produk Spesifikasi Jenis 

Layanan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap 3 unsur terendah hasil Survei 
Kepuasan Masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh seluruh unit layanan sehingga 

harapannya pada survei tahun berikutnya Pengadilan Negeri Bele Bandung 

mendapatkan nilai 4.

F. PENUTUP
Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap 3 Unsur Terendah Survei 

Kepuasan Masyarakat Pada Bulan Triwulan IV Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Bale 

Bandung Kelas 1 A;

Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung

NIP.197308131993031001

Bale Endah, 11 Januari 2024 

Panitera Muda Hukum 

Pengadilan Negeri Bile Bandung

Nurhayani Butar Butar, S.H. 

NIP. 198410272009042009

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Kel/Kec. Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375 
Tlp/Fax. (022) 5940791 Website: pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

Nomor : 449 /PAN.PN.W11.U6/HK.02/I/2024 Bale Endah, 09 Januari 2024
Lampiran :
Sifat : Biasa
Hal : Undangan Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Bale Bandung.

Yth :
1. Para Panitera Muda;
2. Para Panitera Pengganti;
3. Para Jurusita;
4. Seluruh Staf kepaniteraan.

Dengan Hormat,

Sehubungan untuk meningkatkan kinerja di kepaniteraan, baik 

administrasi persidangan maupun administrasi layanan pengadilan lainnya, untuk 

itu perlu kiranya dilakukan Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui kendala 

yang dihadapi dalam proses penyelesaian administrasi perkara maupun 

administrasi lainnya yang berhubungan dengan layanan Pengadilan Negeri Bale 

Bandung serta tindaklanjut untuk menyelesaikan kendala tersebut. Mengingat 

pentingnya acara tersebut, mohon kehadirannya untuk mengikuti rapat yang 

akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal Kamis, Tanggal 11 Januari 2024

Pukul 09.00 WIB

Tempat Rapat Ruang Sidang Utama

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 

haturkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Neeeri Bale Bandun?

mailto:pn.balebandung@gmail.com


PENGADILAN NEGERI 
BALE BANDUNG KELAS 1 A
Jalan Jaksa Naranata Bale Endah 

Kabupaten Bandung 
Telepon. (022) 5940791 

Website:www.pn-balebandung.go.id 
email: pn.balebandung.go.id

Nomor Dokumen

Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi 
Revisi Ke 
Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh

FORM DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
Tempat : Ruang Sidang I (Kusumah Atmadja)
Agenda : Rapat Internal
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